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BUPATI LAMPUNG UTARA 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA 
NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, 

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelanggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

Undang-Undang Nomor i Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400);



7. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15, 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6914); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kkali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten 
Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957); 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);



16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, 
l“;.ml;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

93); 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor'6177); 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6847); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6881);



25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63); 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah 
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1619); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 158); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

39. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 868); 

40.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis 
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 

41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
1006); 

42, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 204); 

43.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 
Tahun 2024; 

44, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Utara Nomor 118); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 
2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125; 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 

4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 

2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 

2024 Nomor 4). 

" MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.



Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 terdiri atas: 

a Pendapatan-LRA Rp. 1.689.523.778.415,88 
b. Belanja Rp. 1.658.312.131.831,50 
c. Surplus/(defisit)-LRA Rp. 31.211.646.584,38 
d. Pembiayaan 

- Penerimaan Rp. 27.952.906.591,43 
- Pengeluaran Rp. 33.405.317.136,00 

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 25.759.236.039,81 

Pasal 2 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 
realisasi anggaran. 

Pasal 4 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 1.1 Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Utara. 

Ditetapkan di Kotabumj, 
pada tanggal 22 Jl)l.\ 2025 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 

€! 
HAMARTONI ADIS 

Diundangkan di Kotabumi 
pada tanggal 22 dd“‘ 2025 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG UTARA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025 NOMOR ?fl



Kode 
Rekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 

5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota 3.802.472.082,00 3.788.846.346,00 99,64 0.00 
dan Desa 

5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah 1.091.980.892,00 295.432.981,00 27,05 0.00 
Desa 

5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupater/Kota kepada 308.073.567.499,00 308.038.587.595.00 9999  287.955.942.672,00 
Desa 

JUMLAH BELANJA TRANSFER 314.929.032.563,00 |  314.083.858.922,00 99,73 292.036.717.240,00 

JUMLAH BELANJA 1.808.495.989.709,00 | 1.658.312.131.831,50 91,70 | 1.585.612.203.978,40 

SURPLUS/DEFISIT 5.146.436.266,00 31.211.646.584,38 606,47 |  35.085.936.981,34 

6 PEMBIAYAAN DAERAH (5.146.436.266,00) (5.452.410.544,57) 105,95 | (6.827.056.111,77) 

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 28.258.880.870,00 27.952.906.591,43 98,92  21.554.484.596,23 

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 28.258.880.870,00 27.952.906.591,43 98,92 21.554.484.596,23 

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 28.258.880.870,00 27.952.906.591,43 98,92|  21.554.484.596,23 

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 33.405.317.136,00 33.405.317.136,00 100,00| 28.381.540.708,00 

6202 Penyertaan Modal Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00 0,00 

6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat 1.120.000.000,00 1.120.000.000,00 100,00 1.120.000.000,00 

6.2.03.04 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 30.285.317.136,00 30.285.317.136,00 100,00 27.261.540.708,00 

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 33.405.317.136,00 33.405.317.136,00 100,00 | 28.381.540.708,00 

PEMBIAYAAN NETTO (5.146.436,266,00) (5.452.410,544,57) 105,95 |  (6.827.056.111,77) 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 25.759.236.039,81 0,00 28.258.880.869,57 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 

HAMARTONI AHADIS 
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